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Inkonsistensi Peraturan Perundangan-Undangan 
Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Oleh :
Hamdani Ma’akir dan Emelia Kontesa.1
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi Inkonsistensi dapat terjadi peraturan perundang-
undangan   dalam perlindungan hak atas tanah Masyarakat hukum adat baik secara vertikal 
maupun horizontal. dengan type penelitian yuridis normatif, dengan Pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Permasalahan dalam penelitian ini: 1).Bagaimanakah bentuk 
inkonsistensi pengaturan Hak atas tanah masyarakat Hukum adat ?; 2).Bagaimanakah analisis 
hukum terhadap inkonsistensi pengaturan Hak atas tanah masyarakat Hukum adat ? hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: Bentuk Inkonsistensi Peraturan perundang-undangan Dalam Perlindungan  
Hak atas tanah masyarakat Hukum Adat dimulai dari Pemahaman yang keliru tentang 
masyarakat Hukum adat, bermula terjadinya inkonsitensi perumusan bahasa atau kejelasan 
istilah terhadap hak-hak atas tanah. Belum dilakukan upaya komprehensif dari lembaga 
legislatif untuk uji materil semakin menjumbuhkan persoalan yang berujung pada ketidakpastian 
hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah. Terhadap inkonsistensi vertikal dapat dilakukan 
dengan menempuh jalan  yudisial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam produk hukum terjadi 
“ambiguitas” pengaturan,dan“inkonsistensi” pengaturan, yang berimplikasi terjadinya conflict
of norm, solusinya digunakan terhadap inkonsistensi horizontal adalah asas” Lex posterior 
derogat legi priori ( hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior) 
dan asas “Lex specialis derogat legi generali “(penafsiran hukum yang menyatakan bahwa 
hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex 
generalis).
Kata Kunci : inkonsistensi, perlindungan , hak Masyarakat hukum adat
A.PENDAHULUAN
    Istilah "Masyarakat Hukum Adat" dan "Hak Ulayat" untuk pertama kali digunakan 
oleh Pembuat Undang-undang pada 1960 dalam UUPA, tepatnya pada Pasal 3. Inti dari Pasal 3 
adalah bahwa pelaksanaan Hak Ulayat atau hak-hak serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat 
harus sesuai dengan kepentingan bangsa dan Negara. Mengenai apa yang dimaksud 
dengan"Masyarakat Hukum Adat"  tidak ada penjelasan baik dalam Pasal 3 maupun Penjelasan 
Umum/Khusus yang merupakan tafsir resmi dari Pembuat Undang-undang. Istilah Hak Ulayat 
dimaksud adalah apa yang selama ini dikenal sebagai "beschikkingsrecht" dalam kepustakaan 
hukum Adat.
                                                
1 Hamdani Ma’akir,S.H.M.Hum , Dr.Emelia Kontesa,S.H.M.Hum Staf Pengajar FH UNIB 
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Sebenarnya istilah "Masyarakat Hukum Adat" dan"Hak Ulayat" dalam UUPA itu masih 
menimimbul pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah persekutuan masyarakat yang merupakan 
penduduk asli setempat selalu bisa diartikan sama dengan "Masyarakat Hukum Adat", apakah 
hak-hak yang mereka miliki selalu dapat ditafsirkan sama dengan "Hak Ulayat"? Pembuat 
UUPA sendiri tidak menyediakan jawaban dalam tafsir resminya yang termuat dalam Penjelasan 
Umum/Khusus. Demikian juga dengan semua tanah dan sumber-sumber agraria yang dikuasai 
secara bersama-sama dalam kelompok dianggap sebagai tanah-tanah Hak Ulayat. Sehingga 
ketika di dalam masyarakat dikenal dengan nama yang berbeda  (seperti di Bengkulu: dikenal 
dengan nama tanah Marga; tanah Kaum) seolah-olah tidak terakomodir dalam istilah yang 
dirumuskan undang-undang), sehingga pemahaman pemerintahpun berbeda dan hal ini 
berpengaruh langsung terhadap perlindungan hukumnya.
Berdasarkan Penjelasan UUPA angka II Pembuat Undang-undang menyatakan 
bahwa...berhubung dengan yang disebutnya hak ulayat dalam UUPA yang pada hakikatnya 
berarti pula pengakuan  hak itu maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang 
hal tersebut menurut kenyataanya masih ada masyarakat hukum yang bersangkutan. di atas 
tanah-tanah Hak Ulayat itu Pemerintah berwenang menerbitkan hak-hak baru seperti Hak 
Guna Usaha2.
ekonomi).
Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf I ayat (3) undang-undang Dasar NegaraTahun 1945 :
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
zaman dan peradaban”
Dari pernyataan tersebut disatu sisi sudah mulai ada upaya pemerintah untuk menguatkan 
kembali pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dengan istilah “masyarakat tradisional”. 
Pengakuan tersebut belum menyelesaikan berbagai persoalan  pengaturan terhadap perlindungan 
hak atas tanah masyarakat hukum adat. Faktanya masih terdapat inkonsistensi pengaturan dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kedudukannya berada di bawah Undang-
undang Dasar. Seperti Undang-undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Kedua undang-undang di atas merupakan contoh inkonsistensi pengaturan hak atas tanah 
masyarakat hukum adat. Masih ada lagi peraturan perundang-undangan lainnya  yang akan 
diidentifikasi dan ditelaah serta dicarikan alternatif solusi dalam penelitian ini. Dalam sistem 
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peraturan perundangan di Indonesia, pengaturan tentang hak masyarakat adat dilakukan secara 
sektoral. Akibatnya, masing-masing undang-undang sektoral mencantumkan pengaturan tentang 
masyarakat adat menurut kepentingannya masing-masing,  termasuk  Undang-undang Nomor. 18 
Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Inkonsistensi pengaturan hak atas tanah masyarakat adat 
terkesan  memposisikan masyarakat hukum adat sebagai objek yang dikorbankan. Situasi ini 
sesungguhnya tidak sesuai dengan landasan falsafah bangsa Pancasila, guna mengatasi persoalan 
tersebut  saat ini sudah disusun rancangan undang-undang tentang  Pengakuan dan Perlindungan 
Hak-Hak Masyarakat Adat  (PPHMA), yang rencananya diundangkan pada tahun 2013.
B.PERMASALAHAN
1. Bagaimanakah bentuk inkonsistensi pengaturan Hak atas tanah masyarakat Hukum adat ?
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap inkonsistensi pengaturan Hak atas tanah masyarakat 
Hukum adat ?
C.METODE PENELITIAN
Penelitian ini meupakan penelitian hukum normatif drngan pendekatan  perundang-
undangan (statute approach), yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi.  
Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan 
legislasi dan regulasi.sedangkan produk yang merupakan beschikking/decree (keputusan pejabat 
administrasi ) tidak dapat digunakan dalam pendekatan ini3.
C.Bahan Hukum
1.Bahan Hukum Primer
a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945
b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor  
     IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
       Alam
c).  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
        pokok Agraria
d). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
e).  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
f). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional     
     Nomor 5 Tahun  1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak    
     Ulayat Masyarakat Hukum Adat
g). Putusan Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 21, 22/PUU-  V/2007),     
     Tanggal 28 Maret 2008.
                                                                                                                                                            
2.Iman Soetiknjo,1987, Proses Terjadinya UUPA, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm 273
3 Peter Mahmud Marzuki, 2007,Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana, ,Hlm:97.
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2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 
seperti RUU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dan kalangan hukum dan seterusnya. 
3.Bahan Hukum Tertier
Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum 
primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedia dan seterusnya.
D.  Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai 
berikut:Pengumpulan data/bahan-bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu dalam 
penelitian, meliputi:
(a) fakta(misalnya rangkaian peristiwa dan/atau perbuatan yang membentuk 
masalah atau peristiwa atau objek hukum yang akan diteliti);
(b) norma yang terdapat dalam pasal undang undang, dan berbagai peraturan 
perundang-undangan, yurisprudensi atau hukum kebiasaan);
(c)pendapat  para ahli.4
E.  Metode Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang sudah diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan 
masalah penelitian ini, kemudian dianalisis. Analisis bahan hukum menurut berbagai 
cara interpretasi, yaitu; interpretasi gramatikal dan otentik.
D.PEMBAHASAN
A. Bentuk Inkonsistensi Peraturan perundang-undangan Dalam Perlindungan  Hak atas 
tanah masyarakat Hukum Adat 
Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan dimaknai setiap keputusan tertulis 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berlaku dan bersifat umum. Dengan 
demikian bentuk dari ilmu pengetahuan perundang-undangan tidak lain  adalah ketentuan-
ketentuan hukum yang tertulis yang bersifat dan berlaku mengikat umum. Bentuk inkonsistensi 
dalam peraturan perundang-undangan ditemukan mulai dari:
Asas pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang baik
                                                
4 Sunaryati Hartono, Op.Cit.    Hlm:l. 148
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    Asas pembentukan peraturan negara yang baik  (beginselen van behoorlijke 
regelgeving) menurut I.C.van der vlies  sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati S5, 
membagi  a). asas-asas formal ( asas tujuan yang jelas; asas organ/lembaga yang tepat;asas 
perlunya pengaturan; asas dapat dilaksanakan; asas konsensus) dan b). Asas –asas yang 
material meliputi (asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; asas tentang 
dapat dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; asas 
pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu);
Asas inipun dikenal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 5 yang 
menyatakan:
”Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:a. kejelasan tujuan;b. 
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 
muatan;d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan”
Pada penjelasan dinyatakan : yang dimaksudkan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap 
Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,serta bahasa hukum yang jelas 
dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya.
Mencermati asas material yang berkaitan dengan tentang terminologi yng benar, pilihan 
kata yang tepat agar tidak menimbulkan pulti tafsir terlihat dalam berbagai ketentuan perundang 
–undangan hal ini kurang dicermati oleh para legislator.
Tabel 1
Penggunaan Istilah Hak Masyarakat Hukum adat




UUDN RI Tahun 1945
Pasal 18 B ayat (2) 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya
Pasal 28 I ayat (3) hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
zaman dan peradaban.
Ketetapan MPR RI 
Nomor IX/MPR/2001 
tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam,Pasal 
“Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip... mengakui, menghormati, dan 
melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa 
atas sumber daya agraria/sumber daya alam
                                                
5 Maria Farida Indrati S., 2007,Ilmu Perundang-undangan I, Kanisius, Jakarta, Hlm:253-254
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4 Huruf J 
Undang-undang Nomor 5 




Dengan Mengingat Ketentuan-Ketentuan Dalam Pasal 1 Dan 2 
Pelaksanaan Hak Ulayat dan Hak-Hak Yang Serupa Itu Dari Masyarakat-
Masyarakat Hukum Adat, Sepanjang Menurut Kenyataannya Masih Ada
Dalam Penjelasan Umum huruf A 1c “rakyat asli “
Undang-Undang 
Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 6
1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan 
dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh 
hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah
Pasal 2 Ayat (9) juga disebutkan bahwa negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan
Pasal 67.
(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih 
ada dan diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan 
hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang 
berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; 
Undang-undang 
Republik Indonesia




(2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat 
masyarakat hukum adat yang menurut kenyataanya masih ada, mendahului 
pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib 
melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak 
ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk 
memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
UU Nomor 11Tahun 
1967 tentang Ketentuan –
ketentuan Pokok 
Pertambangan 
Pasal 11Pertambangan Rakyat. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai 
Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh 
Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Rakyat setempat berdasarkan hukum adat dan untuk 
penghidupan mereka sendiri sehari-hari telah melakukan usaha-usaha 
pertambangan menurut cara-cara mereka sendiri. Hal ini harus dilindungi 
dan dibimbing.
Undang Undang Republik 
Indonesia
Nomor 25 tahun 2007
Tentang
Penanaman Modal Pasal 
14
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'tanggung jawab sosial perusaham"
adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
. . penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, 
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, noma, dan budaya 
masyarakat setempat.
Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban:
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal; dan
   Sumber: bahan hukum primer
32
Lemahnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat 
diindikasikan bermula dari ketidakkonsistenan  pembentuk peraturan perundang-undangan dalam 
merumuskan istilah/ kata dengan jelas sesuai dengan “asas kejelasan rumusan”. Akibatnya 
kemudian terjadi multi tafsir dalam menginterpretasikan hak masyarakat hukum adat atas tanah 
yang sangat merugikan hak-hak masyarakat hukum adat. 
Inkonsistensi pengaturan Perlindungan hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat  
Pengaturan Perlindungan hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disingkat dengan 
UUPA dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK),Undang-undang
Nomor 18 tahun 2004Tentang Perkebunan  (UUP) dapat dijabarkan dalam   tabel 2 berikut:
Tabel 2
Inkonsistensi antara UUPA, UUK,UUP
(UUPA) UUK UUP
Pasal 3 Dengan Mengingat 
Ketentuan-Ketentuan Dalam 
Pasal 1 dan 2 Pelaksanaan Hak 
Ulayat dan Hak-Hak Yang 
Serupa Itu Dari Masyarakat-
Masyarakat Hukum Adat, 
Sepanjang Menurut 
Kenyataannya Masih Ada, 
Harus Sedemikian Rupa 
Sehingga Sesuai Dengan 
Kepentingan Nasional Dan 
Negara, Yang Berdasarkan Atas 
Persatuan Bangsa Serta Tidak 
Boleh Bertentangan Dengan 
Undang-Undang Dan Peraturan-
Peraturan Lain Yang Lebih 
Tinggi
Pasal 1 Huruf f Pasal Hutan 
adat adalah hutan negara 
yang berada dalam wilayah 
masyarakat hukum adat..
Pasal 9
(2) Dalam hal tanah yang 
diperlukan merupakan tanah 
hak ulayat masyarakat hukum 
adat yang menurut 
kenyataanya masih ada, 
mendahului pemberian hak 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemohon hak wajib 
melakukan musyawarah 
dengan masyarakat hukum 
adat pemegang hak ulayat
dan warga pemegang hak atas 
tanah yang bersangkutan, 
untuk memperoleh 
kesepakatan mengenai 
penyerahan tanah dan 
imbalannya.
Pasal 5 
Hukum agraria yang berlaku 
atas bumi, air dan ruang 
angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional 
dan Negara, yang berdasarkan 
atas persatuan bangsa, dengan 
Pasal 5
Status dan Fungsi Hutan
(1) Hutan berdasarkan 
statusnya terdiri dari:
      a. hutan negara, dan
      b. hutan hak.
(2) Hutan negara sebagaimana 
dimaksud    pada ayat (1) huruf 
Pasal 21
Setiap orang dilarang 
melakukan pengamanan usaha 
kerusakan kebun dan/atau asset
lainnya, penggunaan tanah 




sosialisme Indonesia serta 
dengan peraturan-peraturan 
yang tercantum dalam Undang-
undang ini dan dengan 
peraturan perundangan 
lainnya,segala sesuatu dengan 
mengindahkan unsur-unsur 
yang bersandar pada hukum 
agama.
a, dapat berupa  hutan adat.
  (3) Pemerintah menetapkan 
status hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2); dan hutan adat
   ditetapkan sepanjang menurut 
kenyataannya masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan 
masih ada dan
  diakui keberadaannya.
(4) Apabila dalam    
perkembangannya 
masyarakat hukum  
adat  yang        bersangkutan 
tidak ada lagi,  maka hak 
pengelolaan hutan   adat   
kembali kepada       
Pemerintah.
usah perkebunan. (Pasal ini 
sudah di yudisial revieu ke MK)
Ketidakkonsistenan antara UUPA dengan UUK dari tabel 2 di atas terlihat jelas antara 
lain pada hal-hal berikut: Pertama ketika hukum agraria nasional mengakui keberadaan: tanah 
yang dikuasai negara, tanah hak ulayat masyarakat hukum adat  (meskipun diberbagai 
masyarakat disebut dengan nama yang berbeda; Seperti di Propinsi Bengkulu dikenal dengan 
nama Tanah Marga; tanah Kaum di Kabupaten Mukomuko) dan tanah hak yang dapat 
dipunyai oleh subyek hak atas tanah. Selanjutnya dalam Undang-undang Kehutanan justru 
timbul keanehan karena apabila membaca materi Pasal 1 dan pasal 5 ayat (1,2dan 3) justru tidak 
mengakui hak masyarakat hukum adat namun tiba-tiba pada Pasal 5 ayat (4 ) menyebutkan 
masyarakat hukum adat, hutan adat dimasukkan dalam kategori hutan negara.
Menurut Maria Sumardjono6 Pemahaman tentang status hutan tersebut berimplikasi 
terhadap dua hal: 
Pertama, UUK tidak mengakui keberadaan hutan adat, yang sejatinya merupakan bagian dari 
hak ulayat MHA. Namun demikian, UUK yang tidak mengakui keberadaan hutan adat itu, 
mengakui dan menentukan persyaratan keberadaan MHA; hal ini merupakan suatu kontradiksi 
karena UUK tidak mengakui obyeknya (hutan adat) tetapi mengakui keberadaan subyeknya 
(MHA) jika memenuhi persyaratan. Jika terjadi sengketa hak ulayat MHA terkait dengan hutan 
                                                
6https://www.google.com/search?q=sesi1-maria-sw-sumardjono-harmonisasi-regulasi-kehutanan-fhugmakses 15 
Juli 2013 pkl 21.52
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adat, penyelesaiannya menurut UUPA dan UUK akan berbeda. Kedua, terkait status hutan, 
disebutkan bahwa hutan negara adalah “hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani 
dengan hak atas tanah”. Dalam konteks UUPA, tanah yang tidak dibebani dengan hak atas tanah 
itu adalah tanah negara (garis bawah oleh penulis). Dengan demikian konsekuensinya adalah: (a) 
tanah-tanah di kawasan hutan negara itu sejatinya adalah tanah negara. 
2.Analisis hukum terhadap inkonsistensi pengaturan Hak atas tanah masyarakat Hukum   
adat
Sering dipersoalkan apakah masih relevan Pengaturan hak atas tanah  masyarakat hukum 
adat? Sehingga negara diberi tugas untuk memproteksi melalui hukum negara. Sementara itu 
didalam perumusannya masih terdapat disana sini kekaburan makna bahkan saling kontradiksi. 
Dalam bukunya yang berjudul “Sesat Pikir Politik Hukum Agraria”, Maria Rita Ruwiastuti 
mengemukakan pertanyaan apa pentingnya hak-hak adat bagi masyarakat lokal? Betapa tidak 
saat kita semua sedang tergila-gila ingin memasuki dunia modern dan berlomba-lomba membeli 
pengetahuan (termasuk hukum-hukum) yang canggih tiba-tiba kita diingatkan oleh sesuatu yang 
kuno, usang, ketinggalan zaman.7 Ada dua (2) alasan yang dikemukakan: “Pertama; lepas dari 
cita-cita menuju dunia modern yang ada dibenak kita selama ini, faktanya di negeri ini masih 
terdapat kelompok masyarakat lokal. Kedua; Fakta lain yang tidak bisa dipungkiri bahwa 
belakangan ini kepentingan kelompok-kelompok tersebut sering dikorbankan”.
Secara eksplisit Permenag/Ka BPN Nomor 5 Tahun 1999  mengemukakan kriteria masih 
berlangsungnya hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan pada keberadaan masyarakat 
hukum adat yang diakui sebagai subyek hak atas tanah.
Adanya pengakuan dalam bebarapa pasal yang terkandung dalam Permenag/Ka BPN Nomor 
5 Tahun 1999 menguatkan eksistensi masyarakat hukum adat/lokal yang secara faktual masih 
ada di wilayah nusantara. Selanjutnya perlindungan hak masyarakat adat semakin dikuatkan hal 
ini dinyatakan dengan frase “apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai 
hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria”. Artinya 
persekutuan masyarakat adat sebagai subjek hak atas tanah diakui menurut hukum positif. 
Meskipun selama ini hal tersebut belum terrelisasi, faktanya tanah pesekutuan masyarakat adat 
belum ada yang bersertipikat. Persoalannya terletak pada materi muatan Pasal 4 ayat (2) tetap 
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mengacu kepada mekanisme memberian HGU dengan cara masyarakat hukum adat melepaskan 
haknya, karena tanah diberikan kepada perusahaan perkebunan.
Seharusnya  apabila hak masyarakat adat telah diakui eksisitensinya, mereka tidak perlu 
melepaskan hak atas tanah, melainkan tanah dapat dijadikan asset masyarakat untuk ikut 
bermitra dengan pengusaha perkebunan. Dengan cara ini sebenarnya ekses negatif dapat 
dihindari karena baik pemerintah,pengusaha perkebunan serta masyarakat adat diposisikan 
sejajar dalam penyelenggaraan usaha perkebunan, dengan kata lain tidak ada pihak yang 
dikorbankan.
Akibatnya kemudian pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam dalam produk 
hukum terjadi “ambiguitas” pengaturan, “inkonsistensi” pengaturan, Implikasi dari 
ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk 
vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas” Lex posterior derogat legi priori adalah 
asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) 
mengesampingkan hukum yang lama (prior). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum 
nasional maupun internasional. dan asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas 
penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis)
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis)8
Terjadi disharmoni antar peraturan perundang-undangan menyebabkan inkonsistensi horizontal 
disebabkan oleh: Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkanxdisharmonixsebagaixberikut:
1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun    
Waktufyangfberbeda;
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik 
karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugasvatauvpenggantian;
3.Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding 
pendekatan sistem;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangannmasihnterbatas; 
6.Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua 
lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.9
                                                                                                                                                            
7  Maria Rita Ruwiastuti, Sesat Pikir Hukum Agraria, (Yogyakarta: INSIST PRESS KPA  dan Pustaka Pelajar, 
2000), hlm. 153-155.
8 http://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali akses 22November 2013 pkl,21.35 Wib
9http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html akses 
22November 2013 pkl,21.30 Wib.
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Akibat nyata dari conflict of norm tersebut menimbulkan multi tafsir  dalam pengakuan 
dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat pengelolaan sumber daya alam sesuai 
dengan kepentingan sektor masing-masing. Selanjutnya akan mengakibatkan kecenderungan 
eksploitasi Hak atas tanah masyarakat hukum  adat dan rusaknya sumber daya alam. Contoh 
konkrit  terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Hukum adat Kaum 14 Kabupaten 
Mukomuko dengan pemerintah daerah Kabupeten Mukomuko berkaitan dengan rencana Dinas 
Perhubungan ingin melanjutkan pembangunan perluasan bandar Udara Mukomuko. Anak cucu 
kaum 14 mengklaim tanah tersebut sebagai tanah leluhur mereka yang harus mereka hormati, 
karena di sana terdapatmakam leluhur  mereka yang harus mereka jaga. Sehingga mereka 
menamakan tanah tersebut tanah pusaka tinggi. Sengketa tanah bandara Mukomuko dengan anak 
cucu Kaum 14 hingga saat ini belum terselesaikan.
E.KESIMPULAN
1. Bentuk Inkonsistensi Peraturan perundang-undangan Dalam Perlindungan  Hak atas tanah 
masyarakat Hukum Adat dimulai dari Pemahaman yang keliru tentang masyarakat Hukum 
adat, bermula terjadinya inkonsitensi perumusan bahasa atau kejelasan istilah terhadap hak-
hak atas tanah. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang baik a). asas-
asas formal ( asas tujuan yang jelas; asas organ/lembaga yang tepat;asas perlunya 
pengaturan; asas dapat dilaksanakan; asas konsensus) dan b). Asas –asas yang material 
meliputi (asas tentang terminologi dan sistematika yang benar)
2. Terjadi inkonsistensi vertikal terhadap Undang-undang akibat pemahaman yang keliru dan 
ego sektoral. Belum dilakukan upaya komprehensif dari lembaga legislatif untuk uji materil 
semakin menjumbuhkan persoalan yang berujung pada ketidakpastian hak-hak masyarakat 
hukum adat atas tanah. Terhadap inkonsistensi vertikal dapat dilakukan dengan menempuh 
jalan  yudisial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam produk hukum terjadi “ambiguitas” 
pengaturan,dan“inkonsistensi” pengaturan, yang berimplikasi terjadinya conflict of norm,
solusinya digunakan asas” Lex posterior derogat legi priori ( hukum yang terbaru (posterior) 
mengesampingkan hukum yang lama (prior) dan asas “Lex specialis derogat legi generali
“(penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis)
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis)
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